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GUBERNUR RIAU

Menimbang:

Mengingat :

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

_bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melayani setiap

masyarakat dengan menyelenggarakan pelayanan publik
secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya
memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap
kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik;

. bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik perlu peningkatan
kualitas pelayanan publik untuk membangun
kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik oleh
penyelenggara pelayanan publik;

. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian

hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam
pelayanan publik, maka diperlukan pengaturan tentang
pelayanan publik;

_bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan
Publik;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkai [ Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

. Undang-Undang Nomor 32 tentang Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
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tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844,

4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor; 5324);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Riau.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,
mudah, terjangkau, dan terukur.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM
adalah tolok ukur pelayanan yang paling kecil yang harus dipenuhi
oleh setiap penyelengara pelayanan publik.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut
Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang dan Peraturan Daerah untuk kegiatan pelayanan publik,
dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan
pelayanan publik.

Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana
adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di
dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan
tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik.

Komisi Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat KPP adalah
lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah yang
menjalankan fungsi pengawasan eksternal atas penyelenggaraan
pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, baik
yang dilakukan pemerintah daerah, korporasi dan pihak-pihak lain
yang mendapat dukungan dana sebagian atau seluruhnya dari
APBD.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun
penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan
hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan
publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi
keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam
standar pelayanan.

Penerima Pelayanan Publik adalah orang perscorangan dan atau
kelompok orang dan atau badan hukum yang memiliki hak, dan
kewajiban terhadap suatu pelayanan publik.

Indek Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah
tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang
diperoleh dari penyelenggara atau pemberi pelayanan berdasarkan
standar pelayanan yang ditetapkan.

Pertanggungjawaban Pelayanan Publik adalah perwujudan

kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk
mempertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui mekanisme
pertanggungjawaban secara periodik.

Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan
terhadap ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan
standar pelayanan yang telah ditentukan.

Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam
bidang pelayanan publik antara penerima Pelayanan dengan
penyelenggara pelayanan publik akibat ketidaksesuaian antara
pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan publik yang
telah ditetapkan.



Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara
pelayanan publik di Daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada
masyarakat sesuai standar operasional prosedur.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertujuan untuk:

a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik;

b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak
sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

c. terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik;

d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik,
pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif yang berkaitan
dengan  kepentingan publik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal,
komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan -
sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam,
pariwisata, perpajakan, perizinan, dan sektor lain yang terkait
dengan pelayanan publik.

Pasal 5

Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
meliputi: '

a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi
Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah,;

b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu
badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan
usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber
dari kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi
Misi Daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



Pasal 6

Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
meliputi:

a.

(1)

(2)

Pe

a.

b.
c.

(1)

(2)

penyediaan jasa publik oleh instansi Pemerintah Daerah yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

.penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal

pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan
daerah yang dipisahkan; dan

. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang
modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari
kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi
Daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) merupakan pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh Masyarakat.

Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi: tindakan administratif Pemerintah Daerah yang diwajibkan
oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam
rangka mewujudkan perlindungan pribadi dan/atau keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. (pemenuhan
hak warga negara)

Pasal 8
nyelenggara meliputi:

institusi Penyelenggara Daerah yang terdiri darl lembaga Pemerintahan
Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;
korporasi berupa Badan Usaha Milik Daerah atau;

badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam
rangka pelaksanaan misi Daerah.

Pasal 9

Badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢

meliputi:

a. badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik
berdasarkan subsidi dan/atau bantuan sejenisnya sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau

b. badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau
berdasarkan izin sesuai bidang pelayanan bersangkutan
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

dikategorikan sebagai Penyelenggara apabila memiliki:

a. besaran nilai aktiva paling sedikit 50 (lima puluh) kali besaran
pendapatan per kapita per tahun di wilayah administrasi
pemerintahan Penyelenggara pada tahun berjalan; dan
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